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TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN

a.

c 1.

DI KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehingga
tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan
air, maka diperlukan sumber daya air yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku
bagi kemakmuran seluruh masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Air Tanah,maka diperlukan aturan mengenai
penyediaan air baku untuk usaha perhotelan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan
Cekungan Air Tanah;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman
(Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);

10.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun
2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010
Nomor 2);

11.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA
YOGYAKARTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air
laut yang berada didarat.

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah
dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air
baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya.

Setiap orang pribadi atau badan adalah semua orang pribadi atau badan yang
mengajukan permohonan izin.



6. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

9. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

10.Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

11.Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

12.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur penyediaan air
baku bagi usaha perhotelan di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB Il
PENYEDIAAN AIR BAKU
Pasal 3

(1) Air baku dapat disediakan dari sumber air PDAM dan/atau sumber air tanah.

(2) Setiap usaha perhotelan di daerah yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus
menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM.

(3) Setiap usaha perhotelan dapat mempergunakan sumber air tanah untuk
tambahan penyediaan air baku dalam kegiatan usahanya.

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan usaha perhotelan di
daerah harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup
untuk berlangganan PDAM dan gambar rencana instalasi penyediaan sumber air
dalam dokumen lingkungan.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan izin gangguan atau
perpanjangan/registrasi ulang izin gangguan untuk usaha perhotelan harus
melampirkan surat keterangan sebagai pelanggan PDAM.

Pasal 5

Setiap usaha perhotelan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Walikota
ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah
Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pembinaan dalam penyediaan air baku usaha perhotelan dilaksanakan oleh BLH
dan PDAM.
(2) Pengawasan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Perizinan



(1)
(2)

(1)

(2)

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

Setiap usaha perhotelan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas Perizinan dengan tahapan sebagai berikut :

a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-
masing 6 (enam) hari kerja;

b. pencabutan izin.

Pasal 8

Pencabutan izin dilakukan apabila :

a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti
tidak benar.

b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Kepala Dinas Perizinan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan

Izin Gangguan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 3






